Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR &2 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu

menetapkan  Peraturan  Gubernur tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

[Z.H

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

&. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan  Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1308);

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

(2)

(1)

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

jubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya
disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
KEDUDUEAN
Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur
pelaksana  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi
dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.
Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.



h.

1.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

membawahi :

1. Seksi Layanan Informasi dan Opini Publik;

2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya
Publik; dan

3. Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik.

Bidang Penyiaraan, membawabhi :

1. Seksi Standarisasi dan Perizinan;

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan

3. Seksi Kelembagaan.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan

Persandian, membawahi :

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;

2. Seksi Integrasi Data dan Keamanan Informasi; dan

3. Seksi Persandian.

Bidang Layanan e-Government, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Aplikasi;

2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government; dan

3. Seksi Tata Kelola e-Government.

Bidang Statistik, membawahi :

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika adalah sebagaimana tercantum pada

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan

Informatika serta bidang Persandian dan Statistik.



Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup Pemerintah  Provinsi,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar
data center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi e-Governmernt,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian
dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan
sistemm komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar
data center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian
dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan
sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistermn TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Provinsi;



c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar
data center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian
dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan
sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan
ekosistern TIK Smart Province, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya
TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Provinsi;

d. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan
pengamanan barang milik negara/daerah;

e. pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan
Informatika;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,
perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan,
program dan evaluasi serta pengembangan Kkegiatan
pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan

informatika serta bidang persandian dan statistik.



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha,
rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan
tatalaksana serta hubungan masyarakat;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

c. pelaksanaan tata usaha keuangan;
pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana
kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang
komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;

e. penyusunan program Kkegiatan rutin pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi dan informatika,
persandian dan statistik;

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang
komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;

g. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan
pengamanan barang milik negara/daerah;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinar.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas :

a. membuat rencana, program dan evaluasi serta
pengembangan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

b. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan
program kerja tahunan pemerintahan dan
pembangunan  bidang komunikasi, informatika,

persandian dan statistik;



mengkoordinasikan usulan prograrn tahunan
komunikasi, informatika, persandian dan statistik
dengan instansi lain;

menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja
Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di
bidang komunikasi, informatika, persandian dan
statistik;

mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program
pembangunan komunikasi, informatika, persandian
dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah
Kabupatan/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal
maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan
komunikasi, informatika, persandian dan statistik di
daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah
Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
menyusun dan mengkoordinasikan rencana
pembangunan  bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik jangka menengah dan
panjang;

membuat rencana pengembangan jaringan dan
pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian
dan statistik;

membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik berupa kinerja
sarana dan prasarana komunikasi, informatika,
persandian dan statistik, RENSTRA dan dokumen
lainnya;

menyiapkan usulan teknis pembangunan dan
pengembangan vyang berkaitan dengan sarana dan
prasarana komunikasi, informatika, persandian dan
statistik;

mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan
hasil temuan  pemeriksaan dan  pengawasan
pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika,
persandian dan statistik baik oleh auditor pemerintah

maupun masyarakat;



k.

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang
komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
melakukan analisa dan evalusi kinerja operasional
bidang  komunikasi, informatika, persandian dan
statistik; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

a.
b.

C.

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran,;
melaksanakan tata usaha keuangan  meliputi
pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan
pengamanan dokumen keuangan;

menyiapkan bahan dan penyusunan tindak Ilanjut
laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses
tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;

menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan
pemantauan pelaksanaan anggaran,;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan,
pendapatan dan belanja;

melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung
dan Belanja Tidak Langsung;

melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan
keuangan angggaran belanja langsung dan belanja
tidak langsung;

melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan
tunjangan daerah serta pembayaran;

melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran
belanja rutin dan pembangunan;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan
administrasi dan pembukuan keuangan anggaran

pendapatan/penerimaan;



